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Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas masalah tindak pidana  begal 
motor pencurian dengan kekerasan (Jambret) dan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan 
begal motor roda dua yang dilakukan oleh anak serta upaya Polrestabes Makassar dalam 
menanggulangi kejahatan begal motor roda dua di Makassar. Hal ini dilatarbelakangi oleh 
pentingnya penentuan dan peran seseorang dalam suatu tindak pidana pe yang sering 
terjadi dalam realitas masyarakat. 
Tujuan penulisan ini adalah 1). Untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materil terhadap kasus tindak pidana begal motor pencurian dengan kekerasan/ 
Jambret yang dilakukan oleh anak. 2). Untuk mengetahui penyebab kejahatan begal 
motor roda dua yang dilakukan oleh anak di kota makassar. 3). Untuk mengetahui 
dan menganalisis upaya polrestabes makassar dalam menangani masalah begal yang 
sering terjadi. 
Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan dalam 
menanggulangi kejahatan begal motor roda dua yang dilakukan oleh anak. 
metodelogi yaitu: 1) Wawancara dengan Para hakim yang menangani perkara yang 
diuraikan dalam latar belakang . 2) Analisis data yaitu penulis menggunakan analisis 
data kualitatif, yang mana penulis menggunakan deskriptif  kualitatif. 
Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari 
objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi 
pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang telah terjadi kejahatan 
pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polrestabes Makassar.  
Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan pencurian 
kendaraan bermotor tersebut adalah 1. Faktor Ekonomi, 2. Faktor Lingkungan. Upaya 
-upaya anggota kepolisian Polrestabes Makassar untuk menanggulangi terjadinya 
kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah 1. melakukan koordinasi dengan 
seluruh elemen masyarakat, 2. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat di masing-
masing kecamatan, 3. mengadakan patroli khusus berkala yang memberdayakan 
seluruh elemen kepolisian tiap kecamatan untuk meminimalisir kejahatan pencurian 





A. Latar Belakang Masalah 
Kejahatan adalah masalah manusia dan gejala sosial karena dapat terjadi 
dimana dan kapan saja dalam pergaualan hidup.Sedangkan naik turunnya angka 
kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, 
budaya dan sebagainya.Salah satu kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat 
adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.Hal ini bukan saja 
menarik perhatian penegak hukum tetapi juga mengusik rasa aman 
masyarakat.Kendaraan bermotor roda dua merupakan sarana transporasi yang 
mempunyai mobilitas tinggi, maka pelaku kejahatan ini merupakan kejahatan yang 
memiliki mobilitas tinggi juga dampak negatifnya terhadap masyarakat. 
Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta 
benda yang tidak lajim terjadi di negara-negara berkembangselanjutnya dikatakan 
bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta isi-isinya merupakan sifat 
kejahatan yang menyertai pembangunan.1 
Fenomena pencurian kenderaan bermotor roda dua dengan kekerasan atau 
dikenal dengan istilah “Begal” adalah salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir 
ini sangat meresahkan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata begal 
berarti penyamun dan jika ditambahkan dengan membegal berarti “merampas di 
jalan”Maraknya pemberitaan aksi begal di berbagai daerah sebagaimana yang telah 
kita baca, didengar, bahkan menyaksikan secara langsung, sungguh kejam dan 
                                                 
1Soerjono Soekanto, Hartono Widodo dan Chalimah Sutanto, Penanggulangan Pencurian 
Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi( Jakarta : Aksara, 1988), hal.20. 
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mengiriskan sekali. Dikatakan demikian karena dalam melakukan aksinya para begal 
motor ini selalu menggunakan senjata tajam atau senjata api sehingga apabila 
korbannya melawan mereka tidak segan-segan untuk melukai dan membunuhnya 
bahkan dibarengi dengan tindakan pemerkosaan karena kebanyakan para korbannya 
adalah kaum wanita.  
Aksi begal motor yang dilakukan oleh sekelompok orang atau terorganisir 
pada hakekatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan orma Agama, moral, 
kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan 
masyarakat, bangsa dan negara. Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum 
merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan dan merugikan 
masyarakat.Oleh karena itu harus diberi tindakan hukum. Hal ini telah diatur dalam 
KUHP Pasal 365 ayat (1), (2) dan (3) yaitu dengan pidana hukuman selama-lamanya 
sembilan tahun, dua belas tahun, bahkan seumur hidup. Oleh karena itu, adanya aksi 
begal motor menuntut kita semua, khususnya penegak hukum untuk menjalankan 
tugas dengan baik-baiknya. Kepada aparat Kepolisian diharapkan melakukan 
tindakan dengan cepat baik secara represif maupun preventif.Sementara bagi aparat 
Jaksa dan Hakim agar melakukan penuntutan dan penetapan vonis dengan seadil-
adilnya berdasarkan fakta-fakta hukum. 
Tindak pidana pencurian kendaraan roda dua dengan kekerasan akhir-akhir ini 
juga semakin marak terjadi di wilayah hukum Polres Tabes Makassar.Satu hal yang 
justru menarik perhatian dan mengusik pikiran penulis adalah bahwa di daerah ini 
tindak pidana pencurian kenderaan bermotor dengan kekerasan juga telah melibatkan 
pelajar sebagai pelakunya. 
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Betapa sangat disayangkan, bagaimana mungkin seorang pelajar di usia 
remaja yang dididik sedemikian rupa di sekolah ternyata tega dan terpengaruh untuk 
melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Tindakannya ini selain merusak mental dan 
masa depan pelajar itu sendiri, juga telah membuat malu keluarga, sekolah, 
masyarakat dan bangsa. Kita menyadari dan menyepakati bahwa tindak pidana 
pencurian bukanlah tindakan yang manusiawi karena tidak didasari oleh akal sehat. 
Akal yang merupakan karunia pemberian Tuhan Yang Maha Esa digunakan untuk 
membedakan mana yang baik dan mana yang benar.Karena tindak pidana pencurian 
merupakan tindakan yang menyimpang baik dari segi hukum, agama, dan norma-
norma adat maka perbuatan ini bukanlah perbuatan yang baik. 
Dalam keadaan demikian maka kehadiran kriminologi sebagai salah satu ilmu 
bantu hukum pidana sangat diperlukan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan, bertujuan memahami gejala-gejala kejahatan di tengah pergaulan hidup 
manusia, menggali sebab-musabab kejahatan, dan mencari atau menyusun konsep-
konsep penanggulangan kejahatan seperti upaya mencegah atau mengurangi 
kejahatan yang mungkin akan terjadi.  
Sejalan dengan perkembangan dunia, kejahatan tidak lagi didominasi oleh 
orang-orang dewasa melainkan juga anak yang masih jauh dari kata dewasa. 
Perkembangan teknologi yang pesat juga menjadi salah satu penyebabnya akan tetapi 
kembali lagi kepada pihak yang paling berperan dalam pembentukan karakter mereka 
yaitu keluarga, keluarga yang tidak memperhatikan anaknya dapat menjadi pelaku 
kejahatan bahkan kejahatan yang dapat mengancam orang lain. Meskipun keluarga 
menjadi pokok permasalahan dalam pembentukan karakter seseorang lingkungan 
juga menjadi dasar yang penting. Pentingnya perhatian masyarakat dalam hal 
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menyikapi masalah kejahatan ini mungkin dapat mengurangi tingkat kejahatan yang 
dilakukan oleh anak.Seperti halnya kejahatan Begal Motor Roda Dua yang dilakukan 
oleh anak, Begal Motor tidak memandang siapa korbannya perempuan, laki-laki, tua, 
muda semuanya menjadi sasaran empuk bagi Pelaku Begal Motor ini. Tanpa disadari 
bahwa yang ada disekitar kita mungkin Raja Begal atau bahkan menjadi Begal itu 
sendiri. 
Kejahatan Begal bukanlah kejahatan biasa karena pembegalan dapat dikatakan 
akumulasi dari berbagai kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, penjambretan, 
penodongan, dan lain-lain. Pelaku Begal dalam melancarkan aksinya tidak hanya 
mengambil barang akan tetapi juga sampai membunuh, mengancam dan melukai 
korbannya, lain dengan kejahatan pencurian dan penjambretan yang hanya 
mengambil barang milik korbannya tanpa melukai meskipun ada juga yang melukai 
karena keadaannya yang terpaksa.  
Perkembangan kejahatan begal sangat pesat pada pertengahan tahun tersebut. 
Aktivitas malam hari masyarakat Kota Makassar mulai sunyi diatas jam 10 malam, 
tutupnya toko-toko dan warung lebih cepat membuat kejahatan Begal ini lebih 
berkembang lagi karena kesunyian malam menjadi tempat pembegalan lebih banyak 
mengambil korban minimnya penerangan serta kurangnya sarana dan prasarana 
dijalanan menyebabkan pembegalan ini menjadi merajah lelah. Sering terdengar baik 
di TV maupun dimuat koran bahwa Begal membusur korbannya, mengancam 
korbannya, bahkan membunuh korbannya tapi tak sedikit pula begal yang ditangkap, 
dianiaya masyarakat setempat bahkan yang pernah beredar di jejaring sosial Pelaku 
Begal dibakar hidup-hidup. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak yang 
berwajib menyebabkan masyarakat turut serta dalam pengambilan tindakan terutama 
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terhadap Pelaku Begal meskipun jika ditinjau dari segi hukum yang dilakukan 
masyarakat tidaklah patut untuk dicontoh. Merinding membacanya tapi menurut 
presepsi sebagian masyarakat bahwa kejahatan harus dibalas dengan kejahatan, 
apalagi Begal Motor yang sudah meraja lela dan meresahkan. 
Begal Motor sendiri kebanyakan dilakukan oleh anak dan bahkan anak yang 
masih sekolah. Anak yang labil dan masih dalam proses pencarian jati diri sangat 
mudah dipengaruhi apalagi sikap yang ingin dianggap hebat menyebabkan mereka 
melakukan hal-hal yang menjerumus tapi dianggap hebat diantara kalangannya. 
Kejahatan Begal Motor yang dilakukan oleh anak, apabila ditangkap oleh pihak yang 
berwajib tidak dapat ditindak lanjuti seperti kejahatan yang dilakukan anak ini. Entah 
ada motif dari orang-orang yang mengetahui atas keistimewaan anak ini atau ada 
faktor lain yang mendukung Kejahatan Begal Motor ini. 
Salah satu hal yang harus mendapat perhatian serius dari para penegak hukum 
kita adalahtindak pidana begal motor yang sering beraksi yang dilakukan umur adalah 
16 tahun tidak terlalu mengejutkan bahwa anak yang masih dilindungi Undang-
undang menjadi pelaku kejahatan. yang menjadi bahan kritisi bagi kita terhadap 
kinerja lembaga peradilan,dapat kita lihat dari kasus berikut. 
Peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 sekitar Jam 15.00 
Wita Ianmeminjam sepeda motor Reski untuk bersama ke kampung Antang Kassi 
dengan maksud meminta uang. Tiba-tiba Ian melihat seorang perempuan yang 
mengendarai sepeda motor sendiri dan pada bahagian depannya tersimpan tas dibawa 
paha pada saat itulah timbul niat Ian untuk melakukan pencurian dengan kekerasan/ 
jambret. Pada saat melihat suasana lagi sunyi lalu Ian dengan mempergunakan tangan 
kanannya manarik tas perempuan yang tersimpan di depan dekat pahanya setelah 
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berhasil mengambil tas milik perempuan tersebut saya menangcap sepeda motor 
dengan maksud melarikan diri dan perempuan tersebut terjatuh dan pada saat itulah 
kami melarikan diri meninggalkan sepeda motor dan pada saat itu juga lelaki IAN 
tertangkap oleh massa bersama dengan barag bukti. 
Berdasarkan hal di atas, maka menjadi alasan bagi penyusununtuk meneliti 
tentangfaktor penyebab terjadinya kejahatan begal motor yang dilakukan oleh anak di 
kota Makassar serta bagimana upaya Polrestabes Makassar dalam menanggulangi 
kejahatan begal motor yang dilakukan oleh anakdengan kekerasan dilakukan oleh 
anak di Makassar Yang dirumuskan dengan Judul TINJAUAN KRIMINOLOGIS 
DAN SOSIOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN BEGAL MOTOR RODA DUA 
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA MAKASSAR. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Dalam Penelitian ini, yang menjadi fokus permasalahan yakni mengenai      
penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana begal motor pencurian 
dengan kekerasan (Jambret)dan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan begal 
motor roda dua yang dilakukan oleh anak serta upaya Polrestabes Makassar dalam 
menanggulangi kejahatan begal motor roda dua yang dilakukan oleh anak 
 
C. Rumusan Masalah 
Dengan melihat latar belakang permasalahan di atas, maka penulis 
merumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Apa faktor penyebab terjadinya kejahatan begal motor yang dilakukan oleh 
anak di kota Makassar? 
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2. Bagaimana upaya Polrestabes Makassar dalam menanggulangi kejahatan 
begal motor yang dilakukan oleh anak? 
D. Kijian Pustaka 
Secara Umumkajian pustaka merupakan bagian dimana calon peneliti harus 
mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literatur yang berkaitan 
dengan pokok masalah yang akan diteliti, ini dimaksudkan agar mampu 
mengidentifikasi kemungkinan signifikansi dan konstribusi akademik dari 
penelitiannya pada konteks waktu dan tempat tertentu. 
Sebelum melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan 
penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian baik yang berupa karya ilmiah 
maupun buku yang berkaitan dengan pencurian yang diserta dengan kekerasan / ( 
begal) akan tetapitidak ditemukan penelitian yang secara spesifik sama dengan 
penelitian ini. Namun, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki pambahasan 
yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dapat 
dikategorikan sebagai berikut:  
1. Skripsi Hendriawan, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana 
Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Kekerasan (Begal) 
Yang Dilakukan Oleh Pelajar (Studi Kasus Polsek Delitua) ” Dalam skripsi 
tersebut lebih menitikberatkan alasan-alasan melakukan kejahatan begal 
tersebut Sedangkan dalam skripsi yang saya susun menitikberatkan tentang 
penerapan hukum pidana materil terhadap kasus tindak pidana begal motor 
pencurian dengan kekerasan (Jambret) yang dilakukan oleh anak dan  
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penyebab kejahatan begal motor roda dua yang dilakukan oleh anak di kota 
Makassar. 
2. Skripsi Hendriawan, “Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal 
Yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 
2011-2015)Rian Suheri Akbar”Dalam skripsi tersebut lebih 
menitikberatkan cara dalam menyelesaikan permaslahan kejahatan begal 
tersebutSedangkan dalam skripsi yang saya susun menitikberatkan tentang 
Upaya Penanggulangan oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Kejahatan 
Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak, 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 
1. Tujuan penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian  
ini adalah: 
a. Mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap kasus tindak 
pidana begal motor pencurian dengan kekerasan (Jambret) yang 
dilakukan oleh anak 
b. Untuk mengetahui penyebab kejahatan begal motor roda dua yang 
dilakukan oleh anak di kota Makassar. 
c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Polrestabes Makassar 






2. Kegunaan  Penelitian  
a. Manfaat teoritis 
1. Menjadi  salah satu kontribusi akademis bagi kaum akdemisi 
penegakhukum. 
2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi 
mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar mengenai kasus-kasus diluar sana yang 
terjadi 
3. Menjadi referensi bagi calon Orang Tua maupun calon 
masyarakat agar tidak memandang kejahatan dari segi 
negatifnya. 
4. Sebagai masukkan bagi masyarakat umum dan aparat penegak 




A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi 
Kriminologi termasuk cabang ilmu baru dan mulai berkembang tahun 1850 
bersama sama sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi yang 
disampaikan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang antropologi Prancis, secara 
harfiah berasal dari kata “crime” yang berarti kejahatan dan “logos” yang berarti ilmu 
pengetahuan, apabila dilihat dari istilah tersebut, maka kriminologi adalah ilmu 
pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Perkembangan kriminologi, setelah 
mendapatkan nama dari P. Topinard, kemudian Cessari Beccaria (1738-1794) 
mempopulerkan istilah kriminologi sebagai reformasi terhadap hukum pidana dan 
bentuk hukuman. (Yesmin Anwar dan Adang,2013:2) 
Menurut kamus hukum (Marwan dan Jimmy,2009:390), kriminologi ialah 
perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat yang dipandang secara kongkrit sebagai 
mana terwujud dalam masyarakat. 
W.A Bonger (Yesmil Anwar dan Adang,2013:5-7) sebagai pakar kriminologi, 
mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari 
menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya. 
Yang dimaksud mempelajari kejahatan seluas-luasnya adalah termasuk mempelajari 
penyakit sosial (pelacuran, kemiskinan, gelandangan, dan alkoholisme).1 
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Selain pengertian menurut Bonger (Yesmil Anwar dan Adang,2013:9-10), ada 
pula beberapa pengertian tentang kriminologi yaitu: 
a. Stephan Hurwitz, kriminologi bagian dari Criminal science yang dengan 
penelitian empiriknya atau nyata berusaha untuk memberikan gambaran 
tentang faktor-faktor kriminilitas (Etiology of crime). Kriminologi dalam 
pandangan Hurwitz sebagai istilah global atau umum untuk suatu lapangan 
ilmu pengetahuan yang sedemikan luas dan beranekaragam, sehingga tidak 
mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja. 
b. Wilhem Sauer, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan 
yang dilakukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya. Sehingga 
menjadi objek dalam penelitian kriminologi adalah perbuatan individu ( tat 
und tater ), serta perbuatan/kejahatan. 
c. Van Bemmelen, kriminologi ialah suatu ilmu mencari sebab-sebab dari 
kelakuan-kelakuan asusila. 
d. Wilpang Savitz dan Johnston dalam The Sociology of Crime and Deliqency, 
memberikan defenisi bahwa kriminologi ialah kumpulan ilmu pengetahuan 
tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan 
pengertian tentang kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa 
sevara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, 
dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, dan pelaku 







Beberapa sarjana terkemuka juga memberikan defenisi tentang 
kriminologi(Alam,2010:1-2) 
a) Edwin H. Sutherland: crminology is the body of knowledge regarding 
deliquencyand crime as social phenomena( kriminologi adalah kumpulan 
pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai 
gejala sosial). 
b) Constant: kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan 
untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabah terjadinya 
kejahatan dan penjahat. 
c) Noach: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-
gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh,sebab-musabab serta 
akibat-akibatnya. 
2. Ruang Lingkup Kriminologi 
Menurut Shuterlan sebagaimana dikutip (Susanto,1990:10), 
Kriminologi terdiri dari tiga bagian utama yaitu: 
a. Etimologi, kriminal yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab 
kejahatan. 
b. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya 
hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya. 
c. Sosiologi Hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi 
yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana. 




1. Proses pembuuatan hukum pidana dan acara pidana (making of laws). 
2. Etimologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya 
kejahatan (breaking of laws). 
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking laws). Reaksi 
dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan 
represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya 
pencegahan kejahatan (criminal prevention). 
3. Pembagian Kriminologi 
Kriminologi dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan besar (Alam,2010:4-7), 
yaitu: 
1. Kriminologi Teoritis  
Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan dalam 5 (lima) cabang 
pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-
musabanya kejahatan secara teoritis. 
a. Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda 
fisik ciri khas dari seorang penjahat. 
b. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai 
gejala sosial. 
c. Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari 
sudut ilmu jiwa. 
d. Psikologi dan Neuro Phatologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang 
mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau gila. 





2. Kriminologi Praktis 
Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang 
timbul dalam masyarakat.Adapun cabang-cabang kriminologi praktis, yaitu: 
a) Hygiene Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk 
memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. 
b) Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya 
menerapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar dia dapat 
mempelajari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan 
kembali. 
c) Kriminilistik (police scientific), yaitu ilmu pengetahuan tentang penyelidikan 
teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan. 
B. Pendekatan Sosiologi Hukum Tentang Kejahatan Begal Motor Yang 
Dilakukan Oleh Anak  
1) Teori Labelling 
Teori labelling disini berperan setelah munculnya cap/label pada geng motor 
itu sendiri. Hal ini juga berdampak pada klub-klub motor. Susahnya mengidentifikasi 
mana geng motor yang meresahkan warga dan mana yang tidak, seringkali membuat 
warga sudah berprasangka tidak baik lebih dulu, alhasil seringkali kumpul-kumpul 
geng motor selalu dianggap mengancam dan membahayakan. 
2) Teori Kontrol Sosial 
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Pengertian teori kontrol sosial atau kontrol teori merujuk kepada pembahasan 
delikuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat 
sosiologis, antara lain struktuk keluarga, pendidikan, dan kelompok yang dominan.2 
Dalam menjelaskan kenakalan remaja yang berupa geng motor, beliau 
mengaitkannya dengan teori Kontrol sosial dengan mengangkat pendapat dari Romli 
Atmasasmita bahwa: pengertian teori kontrol sosial atau control theory merujuk 
kepada pembahasan delikuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-
variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan 
kelompok yang dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini 
berbeda dengan teori kontrol lainnya.Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan 
tiga ragam perkembangan kriminologi. 
Ketiga ragam perkembangan yang dimaksud yaitu: pertama, adanya reaksi 
terhadap orientasi labelling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang 
tingkah laku kriminal. Kriminologi konserfatif (sebagaimana teori ini berpijak) 
kurang mnyukai kriminologi baru atau new criminology dan hendak kembali kepada 
subjek semula, yaitu: penjahat. Kedua, munculnya studi tentang criminal justice 
sebagai suatu ilmu baru yang telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi 
lebih pragmatis dan beroreintasi pada sistem.Ketiga, teori kontrol sosial telah 
dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, 
yakni self report survey. 






Pendapat Reiss, yang dikutip oleh Romli, bahwa ada tiga komponen dari 
kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan anak/remaja diantaranya yaitu: 
a. kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak 
b. hilangnya kontrol tersebut 
c. tidak adanya norma-norma sosial atau konflik dimaksud (di sekolah, orang 
tua, atau lingkungan dekat) 
3) Teori Anomie 
Teori anomie adalah suatu keadaan, dimana dalam suatu masyarakat, tidak 
adanya kesempatan, adanya perbedaan struktur kesempatan untuk mencapai sebuah 
tujuan (cita-cita). Kedua faktor inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi 
frustasi; terjadinya konflik; adanya ketidakpuasan sesama individu, maka semakin 
dekat dengan kondisi hancur-berantakan yang tidak didasarkan kepada norma yang 
berlaku. 
C. Pengertian Kejahatan 
Jika berbicara apa itu kejahatan, kita tentunya berbicara tentang pelanggaran 
norma (Hukum Pidana), perilaku yang merugikan, perilaku yang menjengkelkan, atau 
perilaku yang imbasnya menimbulkan korban. Berikut beberapa rumusan Kejahatan 
(Yesmil Anwar dan Adang,2013:178-180) dari berbagai ahli kriminologi: 
1. W.A Bonger, Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar 
mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberaian derita dan kemudian, 
sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (legal defenition) mengenai 
kejahatan. 
2. Sue Titus Reid, Kejahatan adalah sesuatu tindakan sengaja (omissi), dalam 
pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, 
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melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal 
ini, kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika 
terhadap suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Di 
samping itu pula harus ada niat jahat (criminal intent/means real). 
3. Sutherland, Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena 
merugikan, terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya 
untuk mencegah dan memberantasnya. 
4. Richard Quinney, kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia 
yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat  yang secara 
politis teroganisasi; kejahatan merupakan suatu hasil rumusan   perilaku yang 
diberikan terhadap sejumlah oleh orang lain; dengan demikian kejahatan 
adalah sesuatu yang diciptakan. 
5. Herman Mainhem, Perumusan tentang kejahatan adalah perilaku yang dapat 
dipidana; kejahatan merupakan istilah teknis, apabila terbukti. 
6. Hassskel dan Yablonsky, Yang dinamakan kejahatan adalah yang tercatat 
dalam statistik; tak ada kesepakatan tentang perilaku anti sosial; sifat 
kejahatan dalam hukum pidana; hukum yang menyediakan perlindungan bagi 
seorang dari stigmatisasi yang tidak adil. 
Kejahatan (Hendrojono, 2005:23) adalah suatu nama atau cap yang diberikan 
oleh orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. 
Sedangkan, 
Menurut Kamus Hukum (Marwan dan Jimmy,2009:339), kejahatan adalah 
suatu tindakan yang termasuk dalam tindak pidana berat atau lebih berat dari sekedar 
pelanggaran; perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dengan sadar 
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dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri  yang merugikan orang 
lain atau masyarakat. 
Ada 2 (dua) sudut pandang yang menjelaskan defenisi kejahatan 
(Alam,2010:16-17),yaitu: 
a. Dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of view). Batasan 
kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar 
hukum pidana. Bagaimana jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu 
tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai 
perbuatan yang bukan kejahatan. 
b. Dari sudut pandang msayarakat (a crime from the sociological point of view). 
Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang 
melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. 
D. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, 
pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya utamanya pada 
Negara berkembang, di mana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-hal 
tersebut (Ninik widyanti dan Yulius Weskit, 1987:62). Pernyataan bahwa faktor-
faktor ekonomi banyak mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan didukung oleh 
penelitian Clinard di Uganda menyebutkan bahwa kejahatan terhadap harta benda 
akan terlihat naik dengan sangat pada negara-negara berkembang, kenaikan ini akan 
mengikuti pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, hal ini disebabkan adanya 




Disamping faktor ekonomi faktor yang berperan dalam penyebab kejahatan 
adalah faktor pendidikan yang dapat juga bermakna ketidaktahuan dari orang yang 
melakukan kejahatan terhadap akibat-akibat perbuatannya, hal ini diungkapkan oleh 
Goddard dengan teorinya (the mental tester theory) berpendapat bahwa kelemahan 
otak ( yang diturunkan oleh orang tua menurut hukum-hukum kebakaran dari mental) 
menyebabkan orang-orang yang bersangkutan tidak mampu menilai akibat tingkah 
lakunya dan tidak biasa menghargai undang-undang sebagaimana mestinya (Ninik 
Widiyanti dan Yulius Waskita,1987:54). 
Faktor lain yang lebih dominan adalah faktor lingkungan Bonger 
(Soesilo,1985:28) dalam in leading tot the criminologie berusaha menjelaskan betapa 
pentingnya faktor lingkungan sebagai penyebab kejahatan. Sehingga dengan 
demikian, bahwa faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor lingkungan 
merupakan faktor-faktor yang lebih dominan khususnya.Kondisi kehidupan manusia 
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
E. Upaya penanggulangan kejahatan  
Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak baik 
pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan 
telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam 
mengatasi masalah tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh E.H Sutherland dan 
Cressey (Romly Atmasasmita, 1983:66) yang mengemukakan bahwa crime 
prevention dalam pelaksanaannya ada 2 (dua) buah metode yang dipakai untuk 
mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu: 
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a. Metode untuk mengurangi penanggulangan dari kejahatan merupakan suatu cara 
yang ditujukan kepada pengangguran jumlah residivis (penanggulangan 
kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual. 
b. Metode untuk mencegah the first crime, merupakan suatu cara yang ditujukan 
untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (the first crime) yang 
akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode 
prevention (preventif). 
Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan 
kejahatan mencakup aktivitas preventif, upaya penanggulangan juga dapat dilakukan 
secara pre-emtif, preventif, dan represif (Alam,2010:79-80). 
1. Upaya pre-emtif      
Upaya pre-emtif (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak 
kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.Dalam upaya ini yang lebih 
ditekankan adalah menanamkan nilai/norma diri seseorang. 
2. Upaya preventif  
Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif (pencegahan) dilakukan 
untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan untuk pertama kalinya.Tindakan 
pencegahan ini lebih efektif ketimbang mendidik penjahat dan upaya ini dapat 
dilakukan oleh siapa saja tanpa keahlian khusus dan ekonomis. 
3. Upaya represif 
Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara 
konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan ini 
dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan serta 
memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa yang dilakukan merupakan 
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perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan 
melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya. 
Beberapa teori (Alam,2010:81) tentang tujuan penghukuman (tujuan 
pemidanaan) sebagai berikut: 
a. Teori Pembalasan (vergelding theorie) 
Teori ini menyatakan bahwa hukuman adalah suatu pembalasan siapa yang 
membunuh harus dibunuh. Menurut teori pembalasan ini, seseorang yang harus 
berbuat jahat harus dipidana dengan jalan yang menyiksa fisiknya agar ia menjadi 
jerah. Pelaksanaannya tentu sangat kejam pada mulanya, pihak yang dirugikan (pihak 
korban) diperbolehkan membalas setiap perlakuan jahat yang diterimanya, namun 
hak ini diambil alih oleh raja atau pemerintah. 
b. Teori Penjarahan (afschriking/deterrence) 
Teori ini sering juga disebut teori menakut-nakuti (deterrence 
theorie).Hukuman harus dapat membuat orang takut supaya jangan berbuat jahat. 
c. Teori Penutupan (onschadelikelincarceration) 
Pengasingan (penutupan) adalah suatu doktrin yang menyatakan tindakan-
tindakan karantina memang sangat penting dan diperlakukan dalam pelaksaan pidana 
untuk mencegah penanggulangan kejahatan oleh penjahat-penjahat berbahaya 
 
d. Memperbaiki (Verbetering theorie) 
Teori ini berpendapat bahwa tujuan dijatuhkannya pidana kepada pelanggar 





F. Pengertian Begal  
Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) Arist Merdeka 
Sirait, menjelaskan komplotan sindikat narkoba itu merekrut anak-anak sekaligus 
menyalurkan hasil kejahatan yang mereka lakukan. Menurutnya “Anak-anak hanya 
alat mereka dalam meraup keuntungan”.Arist juga melihat bahwa faktor keterlibatan 
anak dalam kasus begal adalah narkoba. (Wikipedia,diakses:12 November 2015). 
Dalam bahasa fiqih, begal dimaknai sebagai segerombol orang yang saling 
tolong menolong dan bantu membantu dalam melaksanakan maksud mereka, 
mengganggu orang-orang dijalanan, merampas harta benda dan tidak segang-segang 
membunuh. Demikian defenisi qutthout thariq dalam at-tadzhib fi adillati matni 
ghaya wat taqrib. Ulama fiqih (Wikipedia, diakses:12 November 2015) 
mengklarifikasi pembegal dalam 4 (empat) macam: 
1. Apabila begal itu membunuh tanpa mengambil hartanya maka hukumnya 
dibunuh. 
2. Apabila begal itu membunuh dan mengambil harta, maka hukumnya dibunuh 
dan disalib. 
3. Apabila begal itu hanya mengambil harta (tidak membunuh) maka hukumnya 
dipotong tangan atau kaki secara bersilang. 
4. Apabila begal itu hanya menakut-nakuti orang lewat tidak mengambil harta 
dan membunuh maka hukumnya adalah penjara dan ta’zir. 
Menurut Matinus Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi 
(VIVAco.id, diakses: 20 November 2015) Begal itu hanya istilah sosiologi bukan 
bahasa hukum karena begal itu tak dikenal dalam Kitab Undang-undang Kepolisian. 
Dalam kategori tindak pencurian, kepolisian hanya mengenal pencurian dengan 
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kekerasan dan pencurian dengan pemberatan.Misalnya curas melibatkan penodongan, 
perampas menggunakan senjata dan menyakiti korban dikenakan pasal 364 KUHP. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Begal artinya penyamun. 
Membegal artinya merampas di jalan: menyamung. Sedangkan, pembegalan berarti 
proses, cara, perbuatan membegal; perampasan di jalan; penyamun. 
Menurut England dan West of Theft Act, Seseorang dinyatakan melakukan 
pembegalan ketika ia melakukan pencurian atau perampasan dengan paksaan, demi 
membuat korban tersebut takut. Menurut Louise E. Porter, Pembegalan itu biasa 
ditujukan untuk mendapatkan barang komersil (Biasanya lebih terencana dan dalam 
jumlah besar) serta biasa pula untuk barang personal. 
(EnitaWahyuni.blogspot.co.id/2015/04/begal-sebagai-perilaku-
menyimpang.html,diakses :22 November 2015). 
Kriminolog Profesor Muhammad Mustofa mengatakan istilah begal sudah 
lama terdengar didunia kejahatan.Bahkan begal sudah terjadi sejak zaman kekaisaran 
China atau zaman kerajaan di Indonesia.Kata begal banyak ditemukan diliterature 
bahasa jawa.Begal merupakan perampokan yang dilakukan di tempat sepi, menunggu 
orang yang membawa harta benda di tempat sepi 
tersebut.(www.suara.com/news/2015/03/12/06300/asal-usul-istilah-
begal.html.Diakses:22 November 2015). 
G. Pengertian Kendaraan Bermotor     
Pengertian kendaraan bermotor menurut pasal 1 ayat 8 Undang-undang nomor 
22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, kendaraan bermotor adalah 
setiap kendaraan yang di pergerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain 
kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan bermotor (Wikipedia, diakses 12 
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November 2015) adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk 
pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan 
bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam ( perkakas atau alat untuk 
menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda, digerakkan oleh 
tenaga manusia atau motor penggerak). Kendaraan bermotor biasanya memiliki roda 
dan biasanya berjalan di atas jalanan. 
Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor 
adalah setiap kendaraan yang mempergunakan tenaga mesin sebagai intinya untuk 
bergerak. Kendaraan ini biasanya untuk mengangkut orang, barang, atau sebagai alat 
transportasi akan tetapi kendaraan tersebut tidak berjalan di rel melainkan di jalan. 
H. Pengertian Anak 
Di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang pengertian anak, misalnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 
Undang-undang nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ( Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 23 tahun 2002) dan berbagai peraturan lain yang berkaitan 
dengan pengertian anak. 
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 
2014 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan, 
Berdasarkan pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 
berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 
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Kemudian menurut Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia, juga menjelaskan tentang pengertian anak, Anak adalah 
setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi 
kepentingannya. 
Menurut Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak 
Pasal 1 angka 2, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (Dua Puluh 
Satu) tahun dan belum pernah kawin. 
Undang-undang nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan pasal 1 angka 
20 memberikan defenisi, anak adalah seorang laki-laki atau wanita yang berumur 
kurang dari 15 (lima belas) Tahun. 
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), memberikan defenisi 
bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) 
Tahun.Beberapa negara juga memberikan defenisi seseorang dikatakan anak atau 
dewasa dilihat dari umur dan aktivitas atau kemampuan berpikirnya.Di negara 
Inggris, pertanggung jawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 (sepuluh) 
Tahun tetapi untuk tidak keikutsertaan dalam politik. Anak baru dapat ikut atau 
mempunyai hak politik apabila telah berusia diatas 18 ( delapan belas ) Tahun. 
(Marlina,2009:34-35). 
Beberapa pendapat para ahli ( Maidi Gultom, 2008:31) mengenai pengertian 
anak, antara lain: 
a. Zakariya Ahmad Al Barry, menyatakan bahwa dewasa adalah cukup umur untuk 
berketurunan dan muncul tanda-tanda laki-laki dewasa pada putra, muncul tanda 
wanita dewasa pada putri. Inilah dewasa yang wajar yang biasanya belum ada 
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sebelum anak putra berumur 12 (dua belas) tahun dan putri berumur 9 (sembilan) 
Tahun. Kalau anak mengatakan bahwa dia dewasa, keterangannya dapat diterima 
karena dirinya sendiri yang mengalami. Kalau sudah melewati usia tersebut di 
atas tetapi belum nampak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia telah dewasa, 
harus ditunggu sampai ia berumur 15 (lima belas) Tahun. 
b. Sugiri, menyatakan bahwa batas umur anak-anak adalah sama dengan dewasa, 
yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) tahun untuk laki-
laki, selama ditubuhnya berjalan proses pertumbuhan/perkembangan, orang itu 
masih menjadi dewasa bila proses perkembangan dari pertumbuhan itu selesai. 
c. Hilman Hadikusuma, mengemukakan bahwa batas antara belum dewasa dan 
sudah dewasa tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun 
orang belum dewasa ia telah dapat melakukan perbuatan hukum. 
H. Pemidanaan Terhadap Anak 
Sistem pemidanaan dalam undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang 
pengadilan anak, mengatur tentang jenis sanksi pidana lebih ditunjukkan kepada 
prinsip pembatasan/ perampasan kemerdekaan kepada anak  dan seringkali 
mengabaikan kepentingan anak yang kemerdekaan telah terampas. 
Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang 
dihadapkan setiap negara. Di indonesia masalah tersebut banyak dianggap dalam 
bentuk seminar dan diskusi yang diadakan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan 
lembaga terkait lainya kecenderungan meningkatnya pelanggaran yang dilakukan 
anak atau pelaku usia muka yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong upaya 
melakukan penanggulangan dan penanganannya yang dilakukan anak atau pelaku 
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usia muda yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong upaya melakukan 
penanggulangan dan penanganannya, khusus dalam bidang hukum pidana (anak) 
beserta acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku 
tindak pidana usia muda. 
Dalam hal pemidaan anaknya ada batasan usia minilai dan maksimal anak 
tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang sebjek hukum yang 
dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-
tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.3 
Dan mengenai batasan umur anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam 
pasal 4 UU No. 3 Tahun 1997, yaitu : 
1. Batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang pengadilan anak 
adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umum 
18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana yang 
di maksud dalam ayat (1) dan di ajukan ke sidang pengadilan setelah anak 
yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum pernah 
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetapi di ajukan ke sidang anak. 
Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak, anak di bawah umur yang 
melakukan kejahatan yang memang layak untuk diproses adalah anak yang telah 
berusia 8 tahun dan diproses secara khusus yang berbeda dengan penegakan hukum 
                                                 
3Maulana Hassan wadong, Pengantar advokasi dan hukum perlindungan anak ( Jakarta: 
Grasindo, 2000), h. 24. 
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terhadap orang dewasa. Tetapi pada prakteknya penegakan hukum kepada anak nakal 
terkadang mengabaikan batas usia anak. Namun dalam perkembangannya Mahkamah 
Konstitusi melalui ke Putusannya Nomor 1/PUU-VIII/2010 ( LNRI Tahun 2012 No. 
153) Menyatakan frase 8 tahun dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 
ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 bertentangan dengan UUD 1945 serta menilai untuk 
melindungi hak konstitusional anak, perlu menetapkan batas umur bagi anak yaitu 
batas minimal usia anak yang bisa diminta pertanggungjawaban hukum adalah 12 
(dua belas) tahun karena secara relatif sedah memiliki kecerdasan, emosional, mental 
dan intelektual yang stabil. 
Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Pidana 
berupa pidana pokok dan pidana tambahan, Pasal 23 ayat (2) dan (3) UU No. 3 Tahun 
1997 yang mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal, 
yaitu : 
1. Pidana pokok merupakan pidana utama yang dapat dijatuhkan kepada anak 
nakal. Beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, 
yaitu : 
a. Pidana Penjara 
b. Pidana Kurungan 
c. Pidana Denda 
d. Pidana pengawasan. 
2. Pidana Tambahan adalah pidana yang dapat dijatuhkan sebagai tambahan 
dari pidana pokok yang diterimanya. Selain pidana pokok maka terdapat anak 
nakal dapat pula dijatuhkan pidana tambahan, berupa : 
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a. Perampasan barang-barang tertentu 
b. Pembayaran ganti rugi. 
Tindakan pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk 
membina dan memberikan pengajaran kepada anak nakal. Beberapa tindakan yang 
dapat dijatuhkan kepada anak nakal berdasarkan Pasal 24 UU Pengadilan Anak 
adalah : 
 
1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh 
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan pembinaan dan 
latihan kerja 
3. Menyerahkan kepada Depatemen Sosial, atau organisasi sosial 
kemasyarakatan yang bergerakdi bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan 
kerja. 
Mekanisme penjatuhan pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan 
ataupun tindakan, dapat dilihat pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
Tentang Pengadilan Anak diatur sebagai berikut : 
a.  Pidana Penjara yang dijatuhkan paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum 
ancaman pidana penjara bagi orang dewasa 
b. Apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara 
seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut 
paling lama 10 (sepuluh) tahun. 
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c. Apabila anak tersebut belum mencapai 12 (dua belas) tahun, melakukan tindak 
pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, maka hanya dapat 
dijatuhkan tindakan berupa penyerahan kepada negara untuk mengikuti 
pendidikan, dan latihan kerja. 
d. Apabila anak tersebut belum mencapai 12 (dua belas) tahun melakukan tindak 
pidana yang tidak diancam pidana penjara seumur hidup maka dijatuhkan salah 
satu tindakan. 
Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, 
dijelaskan bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang 
melakukan tindak pidana, paling lama hruslah ½ dari maksimum ancaman pidana 
kurungan bagi orang dewasa. 
1. Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang 
Pengadilan Anak yang juga mengatur mengenai penjatuhan pidana denda bagi 
anak di mana pidana yang dijatuhkan paling banyak ½ dari maksimum 
ancaman pidana denda bagi orang dewasa dan apabila pidana denda tidak 
mampu dibayar oleh anak tersebut maka diganti dengan wajib kerja. 4 
Mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan bagi anak 
diatur melalui peraturan pemerintah. Pidana pengawasan bagi anak berdasarkan 
ketentuan : 
                                                 
4Maidin Gultom. 2008 Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan 




a. Tentang waktu pidana pengawasan pada anak ialah paling singkat 3 (tiga) bulan 
dan paling lama 2 (dua) tahun. 
b. Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak 
tersebut dilakukan oleh jaksa, sedangkan pemberian bimbingan dilakukan oleh 
pembimbing kemasyarakatan. 
Dalam Undang-Undang terbaru No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak pada Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 
1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian 
perkara anak yang berhadapan dengan hukum, malai tahap pembimbingan 
setelah menjalani pidana. 
2. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan 
hukum, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. 
3. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya desebut anak adalah 
anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 
(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 




d. Kepentingan terbaik bagi anak 
e. Penghargaan terhadap pendapat anak 
f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak 
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g. Pembinaan dan Pembinaan Anak 
h. Proposional 
i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir 













A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana penelitian akan 
dilaksanakan. Lokasi Penelitian yang dipilih oleh penulis untuk mendapatkan 
informasi mengenai masalah yang dibahas adalah wilayah Makassar Provinsi 
Sulawesi Selatan khususnya di Pengadilan Negeri Makassar. Alasan penulis memilih 
wilayah tersebut dikarenakan merupakan wilayah domisili penulis. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan Penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian hukum 
normative. Langkah pertama yang dilakukan penelitian hukum normative didasarkan 
pada bahan hukum sekunder yaitu inventarisasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
Terhadap tindak pidana begal motor pencurian dengan kekerasan (Jambret) yang 
dilakukan oleh anak. Selain itu dipergunakan juga bahan-bahan tulisan yang berkaitan 
dengan personalan ini. Penelitian bertujuan menemukan fakta hukum yang jelas 
dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum. 
C. Sumber Data 
Adapun sumber data dalam penelitian ini, yitu :  
1. Sumber Penilitian Laporan (Field Research) yaitu sumber data lapangan 
sebagai salah satu pertimbangan hukum dari para penegak hukum yang 




2. Sumber Penelitian Kepustakaan ( Library Research), Yaitu sumber data yang 
diperoleh dari hasil penelaan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya 
yang dapat mendukung dalam penulisan proposal ini.  
D. Metode Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitia n ini, penulis 
melakukan pengumpulan data melalui teknik sebagai berikut :  
1. Teknik wawancara (interview)  
Yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang 
terkait ataupun yang mengenai tindak pidana ini, antara lain hakim di 
Pengadilan Negeri Makassar yang memutus perkara ini, serta pihak-pihak 
lain yang turut andil dalam perkara ini. 
2. Teknik Kepustakaan 
Yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari beberapa peraturan 
perundang-undangan dan berkas-berkas Putusan Pengadilan yang terkait 
dengan tindak pidana ini serta penelaahan beberapa literatur yang relevan 
dengan materi yang dibahas. 
E. Instrumen Penelitian 
Dalampenulisanini, Data yang diperolehkemudian di kumpulkanbaiksecara 
primer maupun sekunder, dan dianalisis secara kuantitif. Selanjutnya diajukan secara 
deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan 






F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data 
sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna 
mencari kebenaran kualitatif.  Analisakualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat 
deskriptif  dalam bentuk kata-kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil 
wawancara, catatan, pengamatan lapangan, potret, dokumen perorangan, 
memorendum dan dokumen resmi, sehingga penulis dapat memberikan penilaian 
mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana begal motor pencurian dengan 
kekerasan (Jambret) yang dilakukan oleh anak, kemudian dipaparkan secara 
deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan 
permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam menguji data dan materi yang disajikan dipergunakan materi sebagai 
berikut :  
1. Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip, 
atau memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum. 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Perkembangan Kejahatan Begal Motor Yang Dilakukan Oleh Anak  
Tindak kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan atau dengan istilah 
kata jaman sekarang yaitu begal sudah menjadi salah satu tindak kriminal yang cukup 
menonjol di kota Makassar. Hal tersebut dikarenakan semakin beraninya pelaku 
pencurian dengan kekerasan dalam melakukan aksinya tidak peduli korbannya laki-
laki maupun perempuan. Berikut penulis akan memaparkan data pencurian dengan 
kekerasan di kota Makassar yang terdiri dari data jumlah kasus yang dilaporkan dan 
kasus yang diselesaikan sebagaimana yang penulis dapatkan dari hasil penelitian di 
POLRESTABES Makassar. 
Menurut Aiptu Resky Yospiah ada beberapa kendala yang membuat beberapa 
kasus pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan tidak dapat terselesaikan, 
diantaranya: 
1. Alat bukti tidak mencukupi. 
2.  Tersangka tidak diketahui keberadaannya. 
3. Perkara tersebut belum dapat dibuktikan oleh penyidik. 
4. Tidak semua perkara yang dilaporkan benar. 
Dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian belum maksimal dalam 
menyelesaikan laporan masyarakat, padahal polisi sebagai salah satu instrumen 
pertama dalam mengungkap kasus-kasus pencurian dengan kekerasan sangat 
diharapkan dapat menjalankan atau melaksanakan tugas yang diamanahkan guna 
lebih meminimalisir lagi tindakan pencurian dengan kekerasan di kota Makassar. 
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Untuk penelitian lebih lanjut penulis telah mewawancarai 3 pelaku kasus 
pencurian dengan kekerasan mengenai usia pelaku pencurian di kota Makassar yaitu: 
Hal ini disebabkan karena pada umur-umur yang demikian itu pemikiran masih 
banyak dipengaruhi oleh lingkungan, perubahan-perubahan sosial dan perkembangan 
masyarakat sehingga mereka tidak dapat mengendalikan diri dan melakukan suatu 
kejahatan seperti pencurian dengan kekerasan. 
Sehubungan dengan usia pelaku, manusia sejak kecil hingga lanjut usia selalu 
mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan baik jasmani maupun mental. 
Untuk itu di dalam perkembangan umur ini penyelidikan kriminologi juga mencari 
jawaban apakah perihal umur ada hubungannya dengan kejahatan pencurian.Hasil 
penyelidikan para sarjana terbukti bahwa pada tiap-tiap tingkatan umur mempunyai 
perubahan-perubahan dan perkembangannya masing-masing. Sesorang yang mencuri 
baru dapat dikenakan hukuman apabila memenuhi beberapa syarat, syarat-syarat 
tersebut adalah: 
Pelaku tindak pidana haruslah seorang yang baligh dan berakal, karena 
Rasulullah SAW. menyatakan: 
 
01234 526 0789:ا <=و ?@A4 526 نC9DE:ا <=و F1G4 526 HGI:ا <= ثKL <= 01@:ا MNر 
“Pembebanan hukum diangkat dalam tiga hal, yaitu anak kecil sampai ia mimpi, 
orang gila sampai ia sebuh, dan orang yang tidur sampai ia bangun.”(HR. 
Albukhari). 
Menurut ilmu jiwa ada suatu keseimbangan dalam tiap-tiap tingkatan umur. 
Apabila keduanya itu seimbang maka tidak akan terjadi sesuatu yang negatif, begitu 
pula sebaliknya jika keseimbangan itu tidak dapat dikendalikan maka pada saat itulah 
akan terjadi penyimpangan karena keinginan tidak tercapai. Sehubungan dengan hal 
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tersebut maka usia mempengaruhi cara berpikir untuk melakukan sesuatu, karena usia 
yang masih muda/belum matang cara berpikirnya sehingga perbuatan-perbuatannya 
terkadang menyimpang atau melanggar hukum karena ingin memiliki sesuatu tetapi 
belum mampu untuk mendapatkannya sebab dipengaruhi oleh pendapatan yang 
rendah, kedudukan dalam masyarakat rendah sehingga keinginannya sulit terpenuhi.  
Usia yang masih muda apabila keinginannya tidak terpenuhi maka mereka 
akan mengambil jalan pintas yakni melakukan kejahatan pencurian. Hal ini sesuai 
dengan hasil penelitian penulis dimana kebanyakan pelaku pencurian yang masih 
dalam usia muda melakukan pencurian bersama-sama dengan temannya dengan niat 
untuk memiliki motor disertai dengan melakukan ancaman kekerasan terhadap 
korban tersebut. 
B. Pemidanaan Tindak Pidana Begal Motor Atau Pencurian dengan kekerasan 
Secara garis besar pemberian wewenang yang diberikan oleh undang-
undangkepada hakim terhadap dakwaan yang diberikan meliputi : 
1) Putusan hakim (pemidanaan, pembebasan dan pelepasan); 
2) Penindakan;  
3) Pemberian kebijakan.  
Selain dakwaan yang diberikan juga meliputi unsur-unsur yang ada pada 
pasal-pasal KUHP, hakim juga harus memiliki pemenuhan pada Pasal 183, 184 
KUHAP dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,. 
Menurut keputusan seminar hukum nasional ke-1 tahun 1983, yang dimaksud dengan 
hukum acara pidana adalah norma hukum yang berwujud wewenang yang diberikan 
39 
 
kepada negera untuk bertindak apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana 
dilanggar. 
Atas dasar hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa fungsi hukum 
acara pidana mempunyai tiga tugas pokok, yaitu : 1) Mencari dan mendapat 
kebenaran material; 2) Memberikan suatu putusan hakim; 3) Melaksanakan putusan 
hakim. Tekanan dalam tiga tugas pokok tersebut harus diletakkan pada fungsi 
mencari kebenaran material sebab kebenaran yang harus menjadi dasar dari pada 
keputusan hakim pidana. Menurut KUHP, peristiwa pidana dibedakan menjadi dua 
jenis yaitu “misdrijf“ (kejahatan) dan “overtrading” (pelanggaran). KUHP tidak 
memberikan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran.KUHP 
hanya menentukan semua ketentuan yang dimuat dalam buku II adalah kejahatan 
sedang semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran. 
Kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada 
pelanggaran, selain itu terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam buku I yang 
membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Pencurian pada umumnya 
merupakan tindakan yang pada KUHP terdapat pada buku II (kejahatan), namun 
pencurian juga dapat dikatergorikan pada delik materil apabila pencurian tersebut 
disertai pembunuhan, penganiayaan atau hal-hal yang menitik beratkan pada akibat 
yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. 
Dalam Islam juga dijelaskan tentang larangan pencurian serta merampas hak 
orang lain karena sangat merugikan orang lain atau masyarakat, sebagaimana 
dijelaskan dalam QS. Al-Maidah : 33-40 
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“ Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah 
dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh 
atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau 
dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu 
penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang 
besar, (33)”.1 
Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana, dan kata pidana itu 
sendiri berarti hal “dipidanakan” yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan 
kepada seorang terdakwa sebagai hal yang tidak enak dirasakannya. 
 
C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Begal Motor Roda Dua dengan 
Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak 
Dalam hal ini status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi 
oleh beberapa faktor.Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka 
selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah 
yang menentukan status sosial seseorang. Untuk masyarakat kota besar seperti kota 
Makassar status sosial seseorang itu ditentukan oleh banyak faktor diantaranya 
ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Begitupula status sosial 
ini ditentukan oleh stratifikasi sosial yang beraspek vertikal di bidang ekonomi, 
dimana adanya ketidakberesan antara yang kaya dengan yang  miskin membuat yang 
kaya menduduki kelasnya sendiri tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya 
sehingga si miskin berada pada kelasnya sendiri yang hidupnya tambah melarat. 





Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka faktor-faktor yang 
mempengaruhi terjadinya pencurian dengan kekerasan antara lain: 
1. Faktor Ekonomi  
Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, 
maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah yang kerap kali 
muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian.Para pelaku 
sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya 
pekerjaan.Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi 
kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya 
yang sedang sakit, maka sesorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak 
pidana pencurian. 
Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebakan ia sering lupa 
diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya. Terlebih lagi 
apabila faktor pendorong tersebut diliputi rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain 
sebagainya, disebabkan orang tua (pada umumnya ibu yang sudah janda), atau isteri 
atau anak maupun anak-anaknya, dalam keadaan sakit keras.Memerlukan obat, 
sedangkan uang sulit di dapat.Oleh karena itu, maka seorang pelaku dapat termotivasi 
untuk melakukan pencurian. 
Contoh kasus yang dapat penulis paparkan dari hasil wawancara dengan 
seorang nara pidana di Polrestabes Makassar yang bernama Ferdy, buruh (25 tahun) 
yang juga seorang pelaku pencurian dengan kekerasanmengaku mencuri kendaraan 
dengan kekerasan dengan niat untuk dijual dan uangnya untuk membiayai istri dan 6 
orang anaknya. Ia sempat mengalami frustasi akibat tidak ada satupun tempat yang  
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didatanginya mau mempekerjakannya, oleh karena itu ia nekat seorang diri untuk 
mencuri motor dengan menggunakan kekerasan. 
Adapun Afriadi (21 tahun) yang dulunya hanya bekerja mengantar air galon. 
Setelah kehilangan pekerjaan dan ia yang hanya lulusan SD tidak berhasil 
menemukan pekerjaan baru, ia terpaksa melakukan pencurian dengan kekerasan 
untuk pertama kalinya bersama dengan teman temannya. 
2. Faktor Pendidikan  
Sesuai dengan hasil penelitian penulis, pendidikan juga berpengaruh terhadap 
terjadinya pencurian dengan kekerasan, dimana tingkat pendidikan pelaku rata-rata 
hanya tamat sekolah dasar, bahwa faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap 
pencurian dengan kekerasan.Dalam hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 
formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap 
masyarakat tersebut, yaitu mereka merasa dan bersikap rendah diri serta kurang 
kreatif sehingga tidak ada kontrol terhadap pribadinya sehingga mudah melakukan 
tindakan-tindakan kejahatan utamanya pencurian dengan kekerasan. 
Dengan pendidikan yang minim pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi 
oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungannya mudah 
mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan 
masyarakat. Memang jika berbicara tentang pendidikan dikaitkan dengan kejahatan 
mungkin banyak permasalahan yang akan muncul, oleh karena itu penulis batasi 
seperti pendidikan yang kurang berhasil adalah dari pelaku yang relatif pendidikan 
rendah, maka akan mempengaruhi pekerjaan pelaku karena kurangnya keterampilan 
yang dimiliki sehingga pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi di kota 
Makassar pada umumnya adalah buruh yang pekerjaannya tidak tetap.  
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Hal itu disebabkan karena pendidikan yang rendah, sehingga kurangnya 
kreatifitas dan berhubungan dengan kurangnya peluang lapangan kerja. Bekal 
pendidikan yang baik ada kemungkinan dapat mencegah tingkah laku jahat karena 
faktor pendidikan ini penulis anggap penting disoroti karena menurut salah satu 
petugas lapangan Lembaga Permasyarakatan Makassar bagian pembinaan 
mengatakan bahwa sebagian besar pelaku pencurian dengan kekerasan yang ada 
dalam lembaga permasyarakatan adalah mereka yang tergolong dalam pendidikan 
minim (rendah). 
Sehubungan dengan pendidikan yang minim itu maka pola pikir mereka 
mudah terpengaruh karena kadang-kadang mereka bisa mengekspresikan tingkah 
laku yang tidak baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat. Jadi melalui bekal 
pendidikan yang diperoleh dengan baik dapat merupakan proses pembentukan nilai-
nilai atau perilaku mereka. Memang Jika faktor pendidikan dikaitkan dengan latar 
belakang kejahatan yang dilakukan itu rata-rata yang berpendidikan rendah yang 
berpendidikan sekolah dasar yang banyak melakukan kejahatan pencurian dengan 
kekerasan. 
3. Faktor Lingkungan  
Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan 
dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu 
lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku 
seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan 
masyarakat itu sendiri.Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah 
satu penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan.Hal itu menunjukkan bahwa 
dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang. 
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Hal ini dapat dilihat pada kasus kenakalan remaja dimana penulis berhasil 
mewawancarai 4 pelajar SMP dan SMU yang menjadi pelaku pencurian dengan 
kekerasan sebab faktor kenakalan tak terkontrol yang menyebabkan mereka 
mencoba-coba untuk melakukan kriminal. Baik buruknya tingkah laku seseorang 
sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik 
maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka 
melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya. 
Hal lain yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan kekerasan adalah 
kurangnya Polisi yang berpatroli di tempat-tempat yang wajar sering ada tindakan 
pencurian dengan kekerasan, begitu pula kurang hati-hatinya para pemilik kendaraan 
bermotor yang melewati jalanan jalanan yg sepi dan gelap pada malam hari. 
 
4. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum 
Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum 
yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan pencurian dengan 
kekerasanyang mendapat hukuman yang terlalu ringan.Dan akibatnya begitu keluar 
dari lembaga permasyarakatan maka pelaku mengulangi perbuatan jahat tersebut, 
menurut hasil wawancara penulis kejahatan pencurian dengan kekerasan di 
Polrestabes Makassar, setidaknya ada 1 orang yang merupakan residivis dari kasus 
pencurian dengan kekerasan. Sekali lagi  
penulis mengemukakan bahwa dalam hal ini, masalah keterampilan dan kesadaran 
yang tidak dimiliki sehingga menyebabkan kejahatan pencurian itu dianggap sebagai 





D. Upaya Penegak Hukum Polrestabes Makassar Dalam Menanggulangi Tindak 
Pidana Begal Motor Roda Dua Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Anak. 
 
Usaha penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan 
mengurangi kasus pencurian dengan kekerasan serta peningkatan penyelesaian 
perkaranya.Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada represif untuk 
preventif, dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan kegiatan 
lainnya. Kejahatan pencurian kekerasan dipandang dari sudut manapun harus 
diberantas dan tidak boleh dibiarkan merajalela, lebih-lebih kalau akibatnya sangat 
memprihatinkan  atau sangat membahayakan masyarakat.  
Untuk melenyapkan sama sekali kejahatan pencurian ini hanya merupakan 
khayalan belaka, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang 
mempunyai kepentingan yang berbeda, maka sebelum itu pula masih ada namanya 
kejahatan pencurian. Sekalipun demikian maka tetap diadakan upaya-upaya untuk 
mengurangi atau menekan laju perkembangan pencurian dengan kekerasan di kota 
Makassar, sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran 
sebagai alat pengendalian sosial, polisi bertanggung jawab terhadap perannya selaku 
penegak hukum, oleh sebab itu polisi akan selalu berkaitan dengan peranan pokok 
polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, meningkatnya angka statistik 
kejahatan untuk sebagian besar merupakan tanggung jawab POLRI serta besar 
kemungkinan untuk berusaha mengatasinya.  
Lebih lanjut lagi Soerjono Soekanto menegaskan bahwa untuk menentukan 
titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian maka disusun 
dalam pentahapan kegiatan sebagai berikut: 
1. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik, penyelidikan lapangan 




2. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan 
jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau 
menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam 
rangka proses penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai 
pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para tersangka di luar 
daerah. 
3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi atau 
penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media 
cetak dan media eletronik; analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan 
operasi keseluruhan pelaksanaan operasi; serta penyiapan bahan-bahan 
laporan akhir tugas. 
Seluruh kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan berlanjut guna 
melaksanakan tugas menurut cara tindakan yang terbaik, namun dalam petunjuk 
pelaksanaan sistem operasional POLRI dinyatakan bahwa apabila dilakukan 
pentahapan maka diadakan pentahapan berdasarkan waktu bukan pentahapan yang 
mengedepankan fungsi teknis atau bentuk kegiatan secara kaku2. 
a. Upaya Preventif 
Dimaksud dengan upaya preventif adalah usaha untuk mengadakan hubungan 
yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi 
menjadi gangguan dalam masyarakat misalnya diaktifkan karang taruna, remaja 
mesjid, olah raga dan lain sebagainya. 
Usaha melakukan tindakan pencegahan dari berbagai pihak dianggap turut 
memegang peranan penting agar hasil dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai baik 
                                                 
2Internet http://beritakotamakassar.com/makassar-dijajah-begal-kapolda-baru-harus-tegas/ 




secara langsung maupun tidak langsung dan turut bertanggung jawab dalam usaha 
pencegahan pencurian dengan kekerasan itu adalah pemerintah dan masyarakat. 
Tentang upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan 
yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain sebagai berikut:  
1. Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga 
dan saling melindungi antar warga. 
2. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal 
yang dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan. 
3. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak 
yang berwajib. 
4. Melakukan penyuluhan kepada warga (khususnya pemilik kendaraan 
bermotor) supaya berhati hati dalam berkendara pada saat malam hari. 
5. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin 
suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat, agar apa yang 
telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat. 
b. Upaya Represif 
Usaha tersebut bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah 
terganggu, dengan kata lain berwujud peningkatan terhadap pelaku pencurian 
kendaraan bermotor atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan 
pembinaan terhadap pelakunya agar tidak melakukan kejahatan lagi, dan kalau perlu 
harus diberikan sanksi hukum yang berat supaya pelaku pencurian kendaraan 
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bermotor itu tidak mengulangi lagi perbuatannya (efek jera) dan enggan untuk 
melakukan perbuatannya untuk kedua kalinya.  
Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak 
kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan 
terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Begitu pula 
kalau terbukti melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan maka akan diadakan 
proses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan. 
 Dan apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk 
menjalani masa pidananya, mereka kemudian diadakan pembinaan yang dilakukan 
oleh lembaga permasyarakatan, seperti: 
1. Memberikan ceramah agama dengan mendatangkan penceramah dari luar 
yang cukup dikenal. 
2. Memberikan penyuluhan dan pendidikan yang bersifat umum. 
3. Memberikan kegiatan kerja bakti dalam lembaga permasyarakatan. 
4. Memberikan keterampilan sesuai dengan bakatnya masing-masing yang 
berorientasi kepada kerajinan tangan seperti membuat kursi, menjahit dan 
lain-lain. 
Cara lain yaitu dengan melakukan selalu kegiatan Patroli, Menurut AKP. 
Anwar. H, S.H., M.H. yang menjabat sebagai  Wakasat Reserse Kriminal Polrestabes 
Makassar (wawancara tanggal 19 September 2016) bahwa para anggota kepolisian 
yang tergabung dalam divisi Lalu Lintas (Lantas) senantiasa melakukan patroli 
berkeliling yang dilaksanakan oleh Polrestabes dan berkoordinasi dengan setiap 
Polsekta di seluruh Kota Makassar, yang dilakukan terutama di tempat-tempat yang 
rawan terjadi kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Salah satu tempat yang paling 
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rawan terjadinya pencurian kendaraan bermotor adalah di pusat pemukiman 
kontrakan mahasiswa dan di daerah Antang.Di daerah tersebut kerapkali terjadi delik 
pencurian kendaraan bermotor. 
Menurut penulis, kegiatan rutin patroli merupakan salah satu alat preventif 
(pencegahan) untuk mengawasi dan menjaga daerah kota Makassar dari berbagai 
macam bentuk kejahatan di jalanan serta efektif dalam membatasi ruang gerak para 
pelaku-pelaku potensial. 
Operasi Penertiban KelengkapanKendaraan Bermotor (Sweeping) Operasi 
Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor atau biasa disebut sweeping juga 
merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik 
Indonesia.Di seluruh wilayah Indonesia, operasi ini terus dilakukan demi mencegah 
dan menertibkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas.Operasi ini juga bertujuan untuk 
mengamankan kendaraan-kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan 
surat-surat yang dicurigai sebagai kendaraan bermotor hasil curian. 
Sosialisasi/Sosialisasi mempunyai dua fungsi, yaitu bagi individu dan 
masyarakat. Bagi individu berfungsi agar membuat individu hidup secara wajar 
dalam kelompok (masyarakatnya) sehingga diterima oleh warga masyarakat lain, dan 
dia pun dapat berpartisipasi aktif sebagai anggota masyarakat. 
Sedangkan tujuan kedua yang menyangkut masyarakat bertujuan untuk 
menciptakan keteraturan sosial melalui pemfungsian sosialisasi sebagai sarana 
pewarisan nilai dan norma serta pengendalian sosial (Hendra Akhdiat dan Rosleny 
Marliani, 2011: 36). 
Menurut AKBP I Mawan Sugeha yang menjabat sebagai Kasat Reserse 
Kriminal Polrestabes Makassar (wawancara tanggal 20 Desember 2016) bahwa 
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sosialisasi yang sering dilakukan oleh pihak-pihak kepolisian biasanya diadakan atas 
kerjasama dengan organisasi 
-organisasi kemahasiswaan baik yang organisasi intern maupun ekstern 
kemahasiswaan. Bentuknya pun bermacam-macam, bisa dalam bentuk 
sosialisasi hukum, seminar, di 
alog atau pelatihandalam rangka kaderisasi kemahasiswaan. Adapun yang 
dilaksanakan oleh  
intern Polrestabes kota Makassar adalah dengan memasang spanduk dan pengarahan 
ketertiban dan keamanan dalam menyimpan kendaraan lewat kontak atau melalui 
brosur-brosur. 
Mengembangkan Penyidikan melalui Keterangan-Keterangan Pelaku Delik 
Pencurian Kendaraan Bermotor Biasanya para pelaku delik pencurian kendaraan 
bermotor memiliki suatu jaringan dan kelompok yang terorganisir yang dinamakan 
dengan sindikat. 
Kriminalis yang tergabung dalam sindikat ini biasanya beraksi secara teratur, rapi, 
dan bergerombol yang terkadang melalui instruksi pimpinan sindikat atau orang yang 
paling dituakan/dihormati dalam sindikat tersebut.Sindikat inilah yang berusaha 
diungkap keberadaannya oleh para petugas intelijen kepolisian dengan berusaha 
mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. 
Salah satu informasi yang paling berguna adalah dengan menggali informasi 
dari anggota-anggota sindikat yang tertangkap.Keterangan atau informasi inilah yang 
dijadikan acuan dalam pergerakan kepolisian untuk mengetahui nama-nama anggota 
sindikat, menemukan lokasi persembunyian anggota-anggota sindikat yang buron 
atau lokasi-lokasi yang menjadi target kejahatan sindikat tersebut. 
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Teknik ini memang merupakan salah satu strategi yang efektif dalam 
memberantas kejahatan. Namun, penggunaan teknik ini setidaknya harus 
memperhatikan hak-hak tersangka atau terpidana karena pengambilan keterangan dan 
informasi sangat rawan dengan  
tindakan kekerasan fisik oleh para penyidik. 
Dari penjelasan mengenai Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 
anak seperti yang telah di jelaskan awal diatas, maka kita dapat melihat juga Upaya 
dalam hal menanggulangi tindak pidana begal tersebut termuat dalam lampiran 
putusan tersebut, dari hasil penelitian kasus ini. 
1. Kasus Posisi 
Bahwa awalnya Peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 
sekitar Jam 15.00 Wita saya meminjam sepeda motor lelaki RESKI Alias CABUT 
untuk bersama saya dengan lelaki IAN ke kampung Antang Kassi dengan maksud 
meminta uang lalu saya kembali membonceng lelaki IAN kembali ke maccini 
meminta uang di omnya.  
Sekitar jam 18.30 wita saya bersama-sama dengan lelaki IAN meninggalkan 
maccini dengan tujuan ke rumah kost teman saya di Jl. Manuruki VI Kec. Tamalate 
Makassar, melalui Jl. Veteran sementara saya sedang membonceng lelaki IAN  dan 
pada saat itu saya mengajak lelaki IAN untuk kembali namun pada saat itu lelaki IAN 
mengatakan pada saya bahwa janganmi dulu pulang kita minta uang dulu sama ibuku 
sementara saya membonceng tiba-tiba saya melihat seorang perempuan yang 
mengendarai sepeda motor sendiri dan pada bahagian depannya tersimpan tas dibawa 
paha pada saat itulah timbul niat saya untuk melakukan pencurian dengan kekerasan/ 
jambret dan mengatakan kepada lelaki IAN bahwa tarik itu tas itu yang di depan 
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perempuan yang brjilbab yang belum saya ketahui namanya yang saya ketahui 
bernama Pr. NAJMA NUR MAWADDAH.  
Sekitar jam 20.15 Wita setelah saya tiba di ujung perlimaan Pa’baeng-baeng 
saya langsung mengatakan pada lelaki IAN itu  disana perempuan yang kita akan 
ambil tasnya yang disimpan didepan yang menggunakan sepeda motor metic merek 
mio Soul GT warna ungu hitam dan pada saat itulah saya mengikuti perempuan 
tersebut dari arah pasar Pa’baeng-baeng sekitar jam 20.30 Wita, setelah tiba di jalan 
sultan alauddin tepatnya tidak jauh dari mesjid Al Abrar pada saat itulah dari arah 
belakang sebelah kiri saya mendempetkan sepeda motornya pada saat melihat 
suasana lagi sunyi lalu lelaki IAN dengan mempergunakan tangan kanannya manarik 
tas perempuan NAJMA NUR MAWADDAH  yang tersimpan di depan dekat 
pahanya setelah lelaki IAN berhasil mengambil tas milik perempuan NAJMA NUR 
MAWADDAH maka saya menangcap sepeda motor dengan maksud melarikan diri 
namun saya diburuh oleh perempuan NAJMA NUR MAWADDAH lalu ditendang 
oleh korban pada saat itulah lelaki IAN serta perempuan NAJMA NUR 
MAWADDAH terjatuh dan pada saat itulah saya bersama dengan lelaki IAN  
melarikan diri meninggalkan sepeda motor dan pada saat itu juga lelaki IAN 
tertangkap oleh massa bersama dengan barag bukti 1 (satu) buah tas warna crem 
berisikan dompet warna crem yang berisikan 1 (satu) lembar Kartu ATM BANK 
MANDIRI SYARIAH berisikan uang kurang lebih Rp. 13.000.000 (tiga belas juta), 1 
(satu) lembar STNK Motor DD 3785 LO, SIM C, uang tunai sebesar Rp. 300.000 
(tiga ratus ribu), lalu IAN diserahkan ke kantor polisi bersama dengan barang bukti 1 
(satu) buah tas warna crem berisikan dompet warna crem yang berisikan 1 (satu) 
lembar Kartu ATM BANK MANDIRI SYARIAH berisikan uang kurang lebih Rp. 
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13.000.000 (tiga belas juta), 1 (satu) lembar STNK Motor DD 3785 LO, SIM C, uang 
tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek 
Yamaha Fino warna Pink DD 5457 VZ yang saya pergunakan bersama dengan lelaki 
IAN untuk di proses lebih lanjut. Namun pada hari sabtu tanggal 10 Januari 2015 
saya langsung menyerahkan diri ke kantor polsek tamalate dan diantar oleh paman 
saya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan saya atas kejadian tersebut saya 
diminta keterangan. 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Adapun isi dakwaan terhadap perbuatan Kejahatan begal motor yang 
dilakukan oleh anak di kota makassaryang dibacakan pada persidangan di hakim 
tunggal Pengadilan Negeri Makassar yang pada pokoknya sebagai berikut: 
Bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa sebagaimana 
termuat selengkapnya dalam berita acara persidangan, bahwa keterangan saksi-saksi 
dan keterangan terdakwa telah saling bersesuaian sehingga melahirkan kesimpulan, 
bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan “ 
Bahwa awalnya lelaki IAN RAMADHAN bin MUHLIS bersama dengan 
lelaki M. SYAHRUL MAHPUL bin MAS DULHAK Alias IPUL ZAENIT yang 
melintas di jalan Sultan Alauddin tidak jauh dari mesjid Abrar Makassar 
berboncengan dengan lelaki IAN RAMADHAN bin MUHLIS, merampas tas milik 
perempuan NAJMA NUR MAWAHDDAH binti MUH. DARWIS berupa 1 (satu) 
buah tas warna crem berisikan dompet warna crem yang berisikan 1 (satu) lembar 
Kartu ATM BANK MANDIRI SYARIAH berisikan uang kurang lebih Rp. 
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13.000.000 (tiga belas juta), 1 (satu) lembar STNK Motor DD 3785 LO, SIM C, uang 
tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu). 
3. Keterangan Saksi- Saksi dan Terdakwa Dalam Persidangan 
Berdasarkan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling 
bersesuaian dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh bukti petunjuk tentang 
telah terjadinya perbuatan pidana berupa tindak Pencurian dengan kekerasan dalam 
keadaan memberatkanyang dilakukanyang dilakukan terdakwa. 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka sampailah pada 
pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa 
yaitu PasalPencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan. 
Menimbang, bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum telah menghadapkan 
2 orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawa sumpah yakni : 
1. Saksi Najwa Nurmawahda dan 2 Saksi Muhammmad Ruslan sebagaimana 
termuat selengkapnya dalam berita acara persidangan. 
Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.  
Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar  pula keterangan terdakwa 
sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara persidangan. 
4. Tuntutan Penuntut Umum 
Mengenai Tuntutan Penuntut Umum terhadap tindak pidana pencurian dengan 
kekerasaan yang dilakukan oleh Ian Ramadhan Bin Muhlis dan M. Syahrul Mahpul 
Bin Dulhak, maka Penuntut Umum menyampaikan fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan secara berturut-turut dikemukakan berupa keterangan saksi-saksi, 
petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa.  
Berdasarkan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling  
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bersesuaian dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh bukti petunjuk tentang 
telah terjadinya perbuatan pidana berupa tindak pidana membawa lari perempuan 
yang belum dewasa yang dilakukan terdakwa.  
Berdasarkan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini hanya 
menggunakan bentuk dakwaan tunggal dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan 
yaitu keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang telah dihadapkan didepan 
persidangan.Mengingat Pasal-Pasaldari ketentuan perundang-undangan yang berlaku 
dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini, terutama 
Pasal365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP. 
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal pasal 
365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan jaksa penuntut 
umumSupaya Majelis HakimPengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini memutuskan: 
a. Menyatakan terdakwa Ian Ramdhan Bin Muhlis dan M. Syahrul Mahpul  terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan 
kekerasan dalam keadaan memberatkan. Pada pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 
KUHP sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum Terdakwa I, Selama 7 
(Tujuh) Bulan dan terdakwa  II, selama 10 ( Sepuluh) Bulan dikurangkan 
seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan 
perintah agar terdakwa tetap di tahan. 
b. Menetapkan supaya terdakwa Andi Firmansyah dibebani membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah). 
5. Amar Putusan 
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Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyata terbukti secara sah dan 
menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagamana didakwakan kepada 
maka terdakwa hruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut, 
serta terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar 
Putusan Ini 
Menimbanng, bahwa sepanjang pemeriksaan perkar ini majelis hakim tidak 
menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat 
melawan hukum perbuatan terdakwa, maka tersebut haruslah dijatuhi pidana yang 
setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadailan yang berlaku dalam 
masyarakat 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa 
penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana 
yang dijatuhkan kepadanya. 
Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan 
dijatuhkan terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan mauoun hal-hal yang meringankan sebagai berikut : 
2. Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat 
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban 
3. Hal-hal yang meringangkan : 
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak 
akan mengulangi lagi perebuatan tersebut  
- Terdakwa tulang punggung keluarga 
- Para terdakwa sopan dalam persidangan 
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Menimbang, bahwa oleh karna terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan 
dijatuhi pidana, maka terdakwa harus menbayar perkara yang jumlahnya sebagimana 
yang tercantum dalam amar putusan ini : 
 Memperhatikan pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana 
dakwaan jaksa penuntut umum dalam dakwaan kedua: 
 
M E N G A D I L I : 
 
1. Menyatakan terdakwa 1, Ian Ramadhan Bin Muhlis, 2. M. Syahrul Mahful 
Bin Mas dulhak alias Ipul Zaenit, terbukti scara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana,” Pencurian dengan kekerasan dalam 
keadaan memberatkan”. 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan 
pidana penjara : Terdakwa I, Selama 7 (Tujuh) Bulan dan terdakwa  II, 
selama 10 ( Sepuluh) Bulan. 
3. Menetapkan bahwa masa penahan yang telah dijalani para terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
5. Menetapkan barang bukti berupa : I. 1 (satu) sepeda motor Yamaha Fino 
warna merah ping, DD 5457 VZ dikembalikan kepada Ian ramadhan Bin 
Muhlis, 1(satu) buah tas berisikan dompet warna crem yang berisikan 1 
(satu) lembar Kartu ATM BANK MANDIRI SYARIAH berisikan uang 
kurang lebih Rp. 13.000.000 (tiga belas juta), 1 (satu) lembar STNK 
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Motor DD 3785 LO, SIM C, uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus 
ribu) milik perempuan NAJMA NUR MAWAHDDAH. 
6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing 
sebesar Rp. 2.000,- ( Dua Ribu Rupaih ).3 
Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari selasa, tanggal 10 
Februari 2015 oleh SUPARMAN NYOMPA, SH.,MH. Sebagai Hakim tunggal,  
putusan mana diucapakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan 
terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut diatas, dibantu oleh SULHATTA, 
SH. Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh 
HELMLY TAMBUKU, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa. 
                                                 






Berdasarkan hasil penelitian yang telah  dilakukan serta pembahasan 
sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, dalam penulisan proposal ini dapat 
diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
Berdasarkan uraian penulis diatas, maka penulis dapat berkesimpulan yaitu, 
sebagai berikut:  
1. Perlunya Penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif untuk semua jenis 
tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar anak takuk untuk berfikir 
melakukan pelanggaran dan kejahatan serta tidak mengulangi tindak pidana 
yang pernah dilakukannya lagi. 
2. Anak yang melakukan tindak pidana disebabkan karena kurangnya perhatian 
dan pengawasan dari orang tua serta adanya pengaruh dari lingkungan 
pergaulan anak disekolah maupun diluar sekolah. 
3. Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di 
Makassar belum terlaksana secara efektif karena masih adanya anak yang 
belum mendapatkan hak-haknya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum 
seperti masih diabaikannnya laporan pembimbing kemasyarakatan oleh 







B.  Saran  
 
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan 
skripsi ini adalah : 
1. Perlunya peningkatan koordinasi, profesionalitas, sarana serta prasarana 
dalam memberikan perlindungan hukum sehingga hak-hak anak dapat 
terpenuhi.  
2. Penegakan kembali seluruh asas yang telah diatur sebagai perlindungan 
hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. 
3. Dalam penegakan hukum khususnya bagi pelaku pencurian dengan kekerasan, 
diharapkan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan 
sanksi  yang cukup berat agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. 
4. Sangat diharapkan kepada aparat kepolisian serta para penegak hukum lainnya 
untuk konsisten terhadap aturan yang sudah berlaku. Setiap pengguna/ 
pemakai kendaraan bermotor kiranya dapat lebih meningkatkan kewaspadaan 
dan pengamanan, misalnya berkendara pada saat tengah malam di jalan yang 
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